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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA              

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24 TAHUN 2013 

TENTANG 
KEBIJAKAN TAMBAHAN ALOKASI FORMASI DAN PENGADAAN            

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA                                           

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan 
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 
Pegawai Negeri Sipil dan untuk menjamin kualitas 
serta integritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperlukan 
sistem pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
yang berbasis kompetensi dengan cara yang 
transparan, obyektif, dan bebas dari unsur Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (KKN); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi tentang Kebijakan Tambahan 
Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri 
Sipil Tahun 2013; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4016) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4192); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 154); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah 
dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318); 

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 
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